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ABSTRAK

Dalam pemikiran Islam, pemerintah merupakan lembaga formal yang
mengekspresikan kehendak anggota masyarakatnya, yang sebagai tanggung
jawabnya. Pemerintah mempunyai segudang kewajiban yang diantaranya juga
harus dipikul oleh anggota warganya demi menggapai masyarakat ideal. Maka
demi tercapainya masyarakat yang ideal, Islam mensyaratkan bagi aparat
pemerintah dalam melaksanakan proyeknya demi kesejahteraan warga negaranya
agar terhindar dari bahaya yang mengancam di era globalisasi ini terutama di
bidang ekonomi.

Intervensi pemerintah Rl dalam menangani masalah ekonomi saat ini
salah satunya adalah UU No0.39 Tahun 2007 tenbeagcukai. Barang-barang
eksport import yang ilegal dapat merusak sistem perekonomian suatu negara
karena mengganggu keseimbangan pasar. Sedangkan dalam konsep Islam
menegaskan bahwa pasar harus berdiri atas prinsip persaingan bebas.

Berdasarkan uraian masalah di atas, penyusun tertarik untuk melakukan
penelitian atas intervensi pemerintah dengan metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adaldibrary research atau penelitian pustaka yaitu dengan
data yang diperoleh dari buku-buku pustaka yang terkait dengan pokok bahasan.
Dilakukan dengan mencari literatur yang berhubungan dengan intervensi
pemerintah terhadap mekanisme pasar. Berdasarkan data yang terkumpul
kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan figih, yakni dengan menilai
bagaimana intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar ditinjau dari
perspektif hukum Islam (studi terhadap UU No. 39 Tahun 2007).

Dari hasil analisis tersebut diperoleh jawaban, bahwa intervensi
pemerintah dalam bentuk UU No.39 Tahun 2007, dilihat dari mekanisme pasar
telah sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan syara’. Begitu
pula dilihat dari aspek tujuannya. Undang-undang ini sesuai dengan hukum Islam
karena didalamnya mengandung unsur maslahah bagi warga negara Indonesia
agar terhindar dari ancaman barang-barang yang membahayakan bagi
perekonomian bangsa, khususnya bagi warga Indonesia.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan
0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

tidak dilambangkan
be
te
es (dengan titik di atas)
je
ha (dengan titik di bawah)j
ka dan ha
de
zet (dengan titik di atas)
er

gan titik di bawah)
gan titik di bawah

hamzah
ya’

apostrof
ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

T ditulis
ditulis _

Vi




C. Ta’' marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h

ditulis
ditulis

]
)

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).
2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan h.

ditulis

!
E

3. Bilata’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah
ditulis t atau h.

ditulis

D. Vokal pendek

E. Vokal panjang

ditulis
ditulis

2 ditulis
ditulis
3 ditulis
ditulis
4 ditulis

ditulis
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F. Vokal rangkap

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan
apostrof
ditulis
ditulis
ditulis

H. Kata sandang alif + lam
1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

ditulis
ditulis

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el) nya.
ditulis
ditulis

I.  Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut penyusunannya.
ditulis
ditulis
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BAB |

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam
memenuhi kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia
mengatur dirinya untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan
manusia itu tidak berlaku mutlak. Kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan
manusia lain. Bila manusia melanggar batas kebutuhan antar sesamanya maka
akan terjadi konflik:

Agama merupakan suatu yang sangat penting untuk mendapat perhatian
secara mendalam. Karena agama dapat mempengaruhi proses kehidupan
manusia, terutama dalam hal kemanusiaan, etika, estetika dan norma.
Demikian pula tuntutan Islam dalam bermuamalah. Sejak dulu Rasulullah
SAW telah menganjurkan cara bermuamalah yang didalamnya mencakup
tentang perdagangan dengan cara yang bersih dari tipu daya dan mengajarkan

kita untuk berbuat jujur serta menjujung tinggi nilai keadflan.

! Heri SudarsonoKonsep Ekonomi Islam Suatu PengantfYpgyakarta: Ekonisia,
2000), him. 1

2 Husein UmarBusiness an Introductiofiakarta: Gramedia Pustaka, 2000), him. 3

% Al-Anbiya (21): 107



Islam menghendaki perdagangan yang berlangsung dengan bebas dan
bebas dari distorsi pasar. Hal ini bertujuan untuk memelihara unsur keadilan
semua pihak dan Islam mengatur agar pesaingan di pasar dilakukan secara
adil* Pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal dalam Islam,
meskipun terdapat banyak kelemahanhya.

Muslim sebagai pondasi dasar ekonomi Islam tidak kalah pentingnya
baik dalam membedakan perkembangan ekonomi Islam dan konvensional ke
depan maupun menentukan perbedaan karakteristik aktivitas ekonomi Islam
dan konvensional. Manusia dalam ekonomi Islam dilihat bukan hanya sebagai
objek yang diatur dalam perekonomian tetapi juga faktor penentu yang
mengukuhkan berlangsungnya perekonomian di atas prinsip-prinsip Islam.
Manusia jugalah yang kemudian menentukan perkembangan perekonomian
Islam dengan segala perangkat dan institusinya. Jadi landasan akidah atau nilai
dasar Islam harus betul-betul dipahami oleh pelaku pasar (manusia), sehingga
bukan hanya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat berjalan tetapi juga
secara tak langsung keberlangsunganitu terjaga melalui pengawasan internal
yang ada di dalam diri manusia-manusiahya.

Sementara ekonomi konvensional sejalan dengan landasan filosofi

materialismenya, manusia yang terbangun adalah manusia yang memiliki nilai-

* Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjunlylanajemen Syari'ah dalam Prakt¢kakarta:
Gema Insani Press, cet.l, 2003), him. 44.

® Ely Masykuroh,Pengantar Teori Ekonomi (Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro
Islam), (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), him. 246.

® Ali Sakti, Analisa Teoritis Ekonomi Islam (Jawaban atas Kekacauan Ekonomi
Modern),(Paradigma dan Agsa Publishing, cet: I), him. 91.



nilai atau parameter-parameter materialiseeofomi man Maka secara
otomatis juga hal ini menjaga mekanisme perekonomian konvensional untuk
setia pada landasan filosofiny®embentukan harga dari suatu komoditi terjadi
melalui mekanisme tertentu. Dalam mekanisme ini terdapat dua kekuatan
pokok yang saling berinteraksi yaitu permintaan dan penawaran dari komoditi
yang bersangkutan. Kekuatan ekonomi yang bekerja di masyarakat disalurkan
melalui dua kekuatan pokok itu. Proses bekerjanya dua kekuatan pokok itulah
yang disebut dengan mekanisme p&sar.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleknya permasalahan
ekonomi saat ini, maka intervensi sekarang ini sangat dibutuhkan dalam upaya
menjaga stabilitas ekonomi. Tujuan utama intervensi adalah upaya menjaga
kesejahteraaan bersama. Pemerintah mempunyai peran penting dalam
mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan
antara kepentingan privat dan sosial, memelihara roda perekonomian pada rel
yang benar dan mencegah pengalihan arahnya oleh kelompok orang yang
berkuasa yang berkepentingan.

Di Indonesia, keinginan dan kesungguhan pemerintah untuk
menciptakan iklim usaha yang sehat telah diupayakan di antaranya membuat

suatu produk perundang-undangan tentaee cukai yakni UU No. 39 Tahun

" Ibid., him. 92.

8 Boediono dan Walter W. Mc. Mahotsyarat Pasar dan Analisis Pasar Tenaga Kerja,
Suatu Pandangan Bayr®risma No.6, edisi XXII ( Jakarta: LP3ES, 1993), him. 57.

® Umer Chapralslam dan Tantangan Ekonoifdiakarta: Gema Insani, 2000), him. 227.



2007 tentang bea cukai yang merupakan perubahan dari UU No. 11 Tahun
1995.%°

Dalam penyusunan formulasi pasal baru dalam UU MeOBJ kriteria
barang kena cukai telah disusun dengan memperhatikan sifat kekhususan yang
dimiliki oleh cukai yang menjadi faktor pembeda antara cukai dengan pajak.
Tiga acuan digunakan untuk menentukan sifat dan karakteristik yang dimiliki
cukai menjadi prinsip dasar pengenaan cukai seperti, pemilihan cakupan, dimana
cukai hanya dikenakan terhadap beberapa jenis barang tertentu.

Terdapat dua pertimbangan mengenai pengenaan tarif cukai tertinggi
yaitu 57 persen yang juga merupakan salah satu dari ruang lingkup perubahan
pada undang-undang cukai. Pertimbangan tersebut berasal dari organisasi
kesehatan dunia (WHO) melaltramework Convention on Tobacco Control
(FCTC) yang merekomendasikan kepada negara anggotanya mengenai
penetapan besaran tarif cukai dalam rangka membatasi jumlah konsumsi rokok
untuk menjadikan dunia semakin sehat.

Sementara itu besaran tarif maksimal untuk barang kena cukai lainnya
dirasakan cukup memadai untuk mencapai target penerimaan cukai melalui
kebijakan tarif tanpa mengabaikan peran cukai sebagai instrumen untuk
membatasi pemakaian barang tertentu serta guna menciptakan rasa keadilan dan

keseimbangan masyarakat dalam pembebanan pungutanfegara.

Ysabjan Badio, "Apa Sebenarnya Arti Bea Cukai?”_http:/sabjan.wordpress.com/
2010/08/07/kiprah-bea-cukai-dalam-pembangunan-indoneisés 23 November 2010.

" http://www.beacukai.go.id/library/data/WBC395.p@® April 2011.




Adapun salah satu contohnya adalah praktek transaksi jual-beli barang
BM (black market)termasuk dalam transaksi yang dilarang, karena transaksi
BM merupakan bentuk transaksi yang ilegal. Mengapa ilegal? Karena barang
BM adalah barang yang statusnya tidak diakui di pasar. Karena masuknya ke
pasar melalui selundupan, agar tidak kena bea cukai.

Transaksi jual-beli baranglack marketmempunyai dampak negatif
pada kondisi perekonomian pada suatu wilayah (negara). Hal ini dikarenakan,
di samping barang BM tersebut masuk ke suatu wilayah tanpa terkena pajak
(tax), barang BM juga termasuk kategori gharar, tidak jelas asal ust@inya.

Berangkat dari latar belakang ini penyusun tertarik untuk mengkaji
lebih dalam mengenai intervensi yang dilakukan pemerintah dalam
perekonomian dengan adanya aturan-aturan dalam bentuk perundang-undangan
sedangkan dalam Islam membolehkan adanya pasar bebas sesuai dengan

mekanisme pasar.

B. Pokok M asalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang
menjadi pokok masalah yang akan diteliti adalah bagaimana intervensi
pemerintah terhadap mekanisme pasar ditinjau dari perspektif hukum Islam

dalam UU No. 39 Tahun 2007 tentang bea cukai?

2 “Hukum Jual Beli Barang Black Market”, http://susiari-n10tangsel.blogspot,com/
akses 23 November 2010.




C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan pengetahuan tentang
hukum intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar dalam hukum Islam.
Adapun kegunaan penelitian ini, antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan menambah kontribusi dalam rangka
memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ekonomi
dalam Islam.

2. Bahan studi lanjut bagi mahasiswa atau pakar hukum Islam dalam
menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan masalah
ekonomi.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacanan bagi mahasiswa serta

masyarakat dalam mengembangkan pemikiran tentang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap literature yang ada, sejauh ini
penulis menentukan beberapa karya pustaka yang menyangkut beberapa
pendapat tentang permasalahan di atas, antaranya yaitu:

Ibnu Khaldun dalamMugaddimah juga menjelaskan mekanisme
penawaran dan permintaan dalam bentuk harga keseimbangan. Secara lebih
rinci Ibnu Khaldun menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen

untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Selain itu, Ibnu Khaldun



menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan
pungutan-pungutan lain di kota tersebut, pada sisi penaﬂ\?aran.

Muhammad Nejatullah Siddig dalam tulisannya yang berjKegiatan
Ekonomi dalam Islammenjelaskan pasar memainkan peranan penting dalan
sistem ekonomi bebas. Dalam kapitalis yang menitikberatkan pada “sistem
liberal”, pasarlah yang menentukan jenis dan jumlah komoditi yang hendak di
produksit*

Kemudian, dalam penelitian karya Fitriyani yang berjudul “Tinjauan
Hukum Islam Tentang Al Ihtikar terhadap Mekanisme Islam” menyimpulkan
hukum al ihtikar baik terhadap bahan makanan/barang yang sangat dibutuhkan
masyarakat yang dilakukan oleh sebagai pelaku pasar akan berdampak pada
mekanisme pasar, seperti harga yang tidak stabil karena praktek sewenang-
wenang, kenaikan barang-barang dan adanya ketidakseimbangan ekonomi
dalam masyarakat.

Titik Minahatul Maknunah dalam karyanya yang berjudul “Prinsip
Muamalat Dalam Mekanisme Pasar (Studi Pemikiran lbnu Khaldun)”

memaparkan tentang konsep mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun dalam

3 |pnu Khaldun Mugaddimah alih bahasa Ahmadi Thoha, cet. Ke-4 (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 2003), him. 422

14 Muhammad Nejatullah Siddid€egiatan Ekonomi dalam Islanalih bahasa: Anas
Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), him. 81.

15 Fitriyani, Tinjauan Hukum Islam Tentang Al Ihtikar terhadap Mekanisme Is$&nipsi
tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.



Mugaddimahadalah kebebasan sepenuhnya oleh pasar tanpa intervensi pihak
manapurt®

Penelitian yang ditulis oleh Shoffan Hanafi yang berjudul “Intervensi
Pemerintah Indonesia dalam Penentuan Harga Pasar menurut Konsep Ibnu
Qayyim” menjelaskan pendapat lbnu Qayyim tentang intervensi pemerintah
yaitu pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi berhak untuk melakukan
penetapan dasar regulasi hatfa.

Penelitian yang ditulis oleh Miftah Hidayat dengan judul “Studi
Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Intervensi Pemerintah dalam Penentuan
Harga” mengkaji pemikiran Ibnu Qudamah tentang intervensi pemerintah
dalam penentuan harga pasar, serta menganalisis apakah masih relevan dimasa
sekarang atau tidak (khususnya di Indoné$ia).

Penelitian Nurfatmika Asih Wulandari yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam terhadap Intervensi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Bantul dalam Stabilisasi Harga Minyak Goreng” memaparkan
bahwa dalam pelaksanaan intervensi yang dilakukan dinas perindustrian,
perdagangan dan koperasi kabupaten bantul dalam upaya stabilisasi harga

diakibatkan oleh keresahan masyarakat dengan semakin melambungnya harga

6 Titikk Minahatul Maknunah,Prinsip Muamalat Dalam Mekanisme Pasar (Studi
Pemikiran lbnu Khaldun),skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2006.

7 Shoffan Hanafi,Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Penentuan Harga Pasar
menurut Konsep Ibnu Qayyimskripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2007.

18 Miftah Hidayat,Studi Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Intervensi Pemerintah dalam
Penentuan Hargaskripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2006.



yang ada di pasaran dan diakibatkan pula oleh kegagalan pasekef
failure).™®

Hasil karya Zamri Yanto yang berjudul “Konsep lbnu Taimiyah
Tentang Intervensi Pemerintah dalam Penentuan Mekanisme Pasar”
mendeskripsikan pendapat Ibnu Taimiyah terhadap intervensi pemerintah
dalam pendistribusian barang dan j#sa.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai karya ilmiah di atas, maka sejauh
pengetahuan penulis belum ada yang membahas dan mengangkat topik
bahasan yang diangkat oleh penulis. Maka topik ini dipandang layak untuk

diteruskan.

E. Kerangka Teor etik

Salah satu bidang yang saat ini cukup berkembang adalah bidang
perdagangan bebas, termasuk perdagangan bebas antara nagara-negara di
dunia, dimana secara prinsip perdagangan bebas ini diakui sebagai suatu solusi
terbaik dan adil bagi perjalanan roda perekonorffian.

Dalam al-Quran dan hadits Nabi SAW yang merupakan pegangan
hidup umat Islam telah memberikan gambaran yang jelas dan tegas tentang

garis perekonomian Islam.

9 Nurfatmika Asih Wulandari,Tinjauan Hukum Islam terhadap Intervensi Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam Stabilisasi Harga Minyak
Goreng,skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

20 zamri Yanto,Konsep lbnu Taimiyah Tentang Intervensi Pemerintah dalam Penentuan
Mekanisme Pasaskripsi tidak diterbitkan Fakultas [Imu Agama Islam Ull Yogyakarta, 2009.

2L Munir Fuady,Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum Dari WT@gndung:
Citra Aditya Bakti, 2004), him. 1.
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Dalam ekonomi Islam menghendaki adanya kebebasan pasar. Namun,
kebebasan yang dimaksud bukan berarti bebas tanpa aturan. Setiap individu
dalam Islam diberi kebebasan untuk mengelola dan mentasarufkan hartanya.
Termasuk kebebasan dalam bertransgksi.

Ahmad Azhar Basyir dalanAsas-Asas Muamalalmengungkapkan
tentang prinsip-prinsip muamalah:

Pertama: bahwa segala bentuk muamalah adalah boleh selagi tidak ada
dalil yang mengharamkannya. Prinsip ini mengandung arti bahwa islam
memberikan kesempatan terhadap perkembangan bentuk dan macam-macam
muamalat baru dengan perkembangan hidup manusia. Hal ini merujuk pada

qaidah fighiyyah:

[ SN I WA R W]

Kedua: muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung
unsur paksaan, memberikan kebebasan kepada para pihak yang bersangkutan

dalam melaksanakan transaksi tanpa adanya distorsi dan manipulasi.

22 An-Nisa’ (4): 29.

% Afzalur RahmanDoktrin Ekonomi Islam)Jilid I, Alih Bahasa Soeroyo, Nastangin,
(Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), him. 8.

24 As-Suyuthi, Al Asybah Wan NadhoiiBeirut: Dar Kutubul Islamiyyah, t.t.), him. 37.
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Ketiga: bahwa segala bentuk muamalah dilakukan atas dasar
pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup
masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalat yang merusak hidup

manusia tidak dibenarkan.
Tl (e e paie il s 5o

Keempat: bahwa segala bentuk muamalah harus mengandung unsur
keadilan tanpa adanya unsur penindasan dan kedzaliman. Artinya Islam
mempertimbangkan kesejahteraan individu dan mengukuhkan kesejahteraan
sosial, berdiri di antara kepentingan individu dan masyarakat tanpa merugikan
salah satu pihak. Al-Qur'an sendiri sangat menekankan terwujudnya keadilan
dalam perekonomian.

Hakekatnya pasar merupakan pertemuan antara panawaran dan
permintaan antara penjual dan pembeli dalam keadsararadlin diantara
keduanya dalam akad. Secara garis besar, aturan Islam tentang pasar dibagi
menjadi dua, pertama aturan yang bersifajmalyang berlaku dan mengikat
semua unsur dalam pasar berupa aturan-aturan pokok yang harus dipegang,
seperti; komoditi yang diperjualbelikan harus dalam lingkaran halal, tidak
boleh ada unsur riba dalam pasaan ‘taradlin serta tidak ada unsur

kedlaliman dalam pasar. Aturan kedua, aturan yang bersifat khusus, artinya

% Abdul Hamid Assulamget. ke-1 (Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1927), him. 60.
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aturan yang disesuaikan dengan kondisi, waktu dan tempa terjadinya pasar,
aturan ini menyangkut mekanisme paSar.

Monzer Kahf yang mengutip dari M. N. Siddig dalam bukuiye
Economic Enterprise In Islammenyatakan bahwa Islam memberikan
kepercayaan sangat besar kepada mekanisme *paSama halnya dalam
masalah produksi ataupun konsumsi, masalah mekanisme pasar ini karena
menyangkut muamalaf.

Oleh karena itu, dalam pembahasan ekonomi Islam diantara aspeknya
adalah aspek normatif, maka jiwa normatifnya haruslah melandaskan dasar-
dasar kebijakan ekonomi Islam demi tegakng&Tasyri’ al-Islami
diantaranya: menghilangkan kepicikan dan kesempitan,menyedikitkan beban,
sejalan dengan kemaslahatan manusia, mewujudkan keadilan yang merata,
maka digunakan prinsip yang menjadi jalan berijtihad, yaitaslahah
mursalah®®

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk pada hadits
Rasulullah SAW sebagaimana oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya
kenaikkan harga-harga barang di kota Madinah. Dengan hadits ini terlihat

dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu mengajarkan konsep mekanisme

% Ely MasykurohPengantar Teori Ekonomhim. 247-248.

2 Monzer KahfEkonomi Islam Telaah Analitis Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi,Islam
him. 55.

28 Ely MasykurohPengantar Teori Ekonomim. 249.

29 zarkasyi AbdussanPengantar lImufigh Ushul Figh {Yogyakarta: Lembaga Studi
Filsafat Islam, 1994), him. 105.
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pasar dari pada Adam Smith. Dalam hadits tersebut diriwayatkan sebagai

berikut:
Aol :rujg;‘&\@.p;m sy U U jacd andl S ) J g, b o) J
Rz, sl o Sn o) ey 1 8O0 LYty G50 L)) i) el g

r'JLa Y; (”L}

Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah SAW dalam
hadits tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan ketentuan harga itu
serahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah
menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh
ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukartiya.

Namum bagaimana jika ternyata terdapat pelanggaran-pelanggaran
yang menyimpang dari keseimbangan pAsamaka sebagian ulama
membolehkan intervensi pemerintah dalam pasar dengan berbagai bentuk
tindakannya. Salah satu bentuk intervensi pemerintah terhadap mekanisme
pasar adalah penetapan hatta.

Dalam pandangan Islam, pemerintah didasari oleh beberapa

argumentasi, yaitu:pertama derivasi dari konsep kekhalifahatedua,

%0 Ab( Dawid, Sunan Abi Dawdd,itéb al-ijarah, Bab fi at-Tas'ir(Berut: Dar al-Fikr,
1994), 1lI: 370, hadits nomor 3451. Hadits riwayat Anas bin Malik, dari Sabit, dari Hammad bin
Salamah, dari ‘Affan, dari Usman bin Syaibah.

3 Tagyuddin An-NabhaniMembangun Sistem Ekonomi Alternative: Perspektif Islam
alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. ke-4 (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), him. 214.

32 bjid., him. 250.

33 bid., him. 268.
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konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban koleféfd al-khafayah)Ketiga,
adanya kegagalan pasar dalam merealisasilkkdah. Karenanya, peran
pemerintah begitu sangat dibutuhkan, sebab pemerintah adalah pemegang
amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan

kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi selurdh umat.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah penggunaan metode sangatlah
diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara
kerja. yang efektif dan untuk memperoleh hasil yang dapat
dipertanggungjawabkan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan
skripsi adalah:

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adaldibrary researchyaitu riset yang dilakukan
dengan jalan mempelajari dan menelaah bahan kepustakaan yang ada
relevansinya dengan materi pembahasan ini.
2. Sifat penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif adalah dengan
menjelaskan secara tepat bagaimana pandangan hukum Islam dalam

intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar. Analitik adalah

3 pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Uneversitas Islam
Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indorgsiapomi Islam(Jakarta: PT.
Rajagrafindo Persada, 2008), him. 446.
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menganalisa masalah-masalah yang sudah ada diolah dengan menggunakan
sudut pandangan hukum Islam.
3. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan normatif, yaitu didasarkan pada suatu pertimbangan
etika. Suatu pertimbangan mengenai apa-apa yang baik dan apa
yang buruk dan yang seharusnya tidak dilakukan seseorang.
Kaitannya dengan studi ini menggunakan pendekatan Figih
Muamalat.

b. Pendekatan ekonomi Islam dipilih untuk meninjau perilaku serta
keharusan yang perlu dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi dalam
keseluruhan struktur dan fungsi mekanisme pasar.

4. Teknik pengumpulan data
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini teknik yang akan
ditempuh penyusun adalah dengan metode dokumentasi yaitu dengan
melacak literatur-literatur berupa:
1) Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber
asli yang merujuk pada al-Qur'an dan as-Sunnah serta UU No.
39 Tahun 2007 tentang bea cukai.
2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari
pendapat para ulama, cendikiawan, para ilmu hukum yang
sudah tersusun dalam sebuah buku yang berkaitan dengan

masalah yang dibahas.
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5. Analisis data

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran
tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumen logis
menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuiji
kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisi§data.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Serta
teknik deduktif yaitu mengambil dan menganalisa data yang bersifat umum
kemudian ditarik kesimpulan yang khusfisvietode ini digunakan untuk
membahas mengenai intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar
dalam perspektif hukum Islam, dalam hal ini bentuk UU No. 39 Tahun 2007

tentang bea cukai.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, dipaparkan mengenai latar belakang masalah dan
kemudian lahirlah rumusan masalah yang menjadi objek kajian skripsi ini.
Dalam bab ini pula dijelaskan mengenai tujuan dan kegunaan penelitian,
disusul dengan telaah pustaka sebagai antisipasi bahwasanya belum ada karya

lain yang sejenis. Selanjutnya, kerangka teoritik yang merupakan landasan

% Abdurrahmat FathoniMetode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skrigdiakarta:
PT. Rineka Cipta,2006), him. 104.

% Jujun S. Suriasumantriilsafat Ilmu Sebuah Pengantar Popyleet. ke-4 (Jakarta:
Sinar Harapan, 1987), him.48-49.



17

penyusunan skripsi ini. Agar memiliki analisa yang jelas dan objektif maka
metode penelitian dan sistematika pembahasan menjadi alat yang dipakai guna
dijadikan ruang lingkup semua bahasan.

Bab kedua, mencoba menelaah tentang mekanisme pasar dalam hukum
Islam, yang di dalamnya membahas pengertian dan dasar hukum mekanisme
pasar, sejarah munculnya mekanisme pasar dan penetapan harga pasar.

Bab ketiga, untuk mendapatkan gambaran umum tentang objek
penelitian skripsi ini, maka pada bab ini penyusun menguraikan tentang
intervensi pemerintah dalam UU No. 39 Tahun 2007 tentang bea cukai. Yang
di dalamnya membahas pengertian intervensi pemerintah, selayang pandang
UU No. 39 Tahun 2007 dan bentuk-bentuk intervensi pemerintah dalam
mekanisme pasar.

Bab keempat, berisi analisa intervensi pemerintah terhadap mekanisme
pasar dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penyusun mengulas
tentang tinjauan dari segi maslahah dan intervensi pemerintah terhadap
mekanisme pasar dalam Islam.

Bab kelima, merupakan bab terakhir pada skripsi ini, yang berisi
penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang membangun dari

keseluruhan isi skripsi ini.



BABV

PENUTUP

A.Kesimpulan

Intervensi pemerintah menurut hukum Islam adalah tidak boleh sejauh
anggota masyarakat tidak keluar dari aturan Islam, tetapi Islam mempunyai
syarat-syarat penting agar intervensi itu sah untuk dijalankan yaitu intervensi
yang harus dilakukan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat yang apabila
tidak segera dilakukan akan menimbulkan penderitaan bagi rakyatnya. Dalam
hal ini intervensi pemerintah yang berbentuk regulasi yaitu UU No. 39 Tahun
2007 tentang bea cukai yang dimana didalam pasal-pasalnya membahas
tentang pengawasan terhadap keluar masuknya barang. Pengawasan ini
dilakukan guna memerikasa barang-barang yang bisa saja dapat
membahayakan bagi masyarakat dan kestabilan suatu negara.

Walau Islam membolehkan dan sangat bergantung pada mekanisme
pasar untuk mencapai tujuan ekonomi Islam, tapi Islam membolehkan
intervensi pemerintah dalam membangun ekonomi ketika mekanisme pasar
gagal dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam tersebut. Oleh karena itu
dalam UU No. 39 Tahun 2007 sah saja dilaksanakan karena filosofi undang-
undang tersebut sejalan dengan tujuan Islam yaitu pengawasan dari barang-
barang yang membahayakan masyarakat dan tidak menghambat mekanisme

pasar dalam aturan Islam.

80
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B. Saran-Saran

1. Mekanisme pasar, regulasi daan moral harus ada dalam satu kesatuan
pemikiran. Dengan hanya moral dan harga saja, boleh jadi belum mampu
mewujudkan tujuan-tujuan yang diinginkan masyarakat. Maka dari itu peran
efektif negara sebagai mitra, katalisator dan fasilitator, sangat dibutuhkan
untuk mewujudkan misi Islam. Beberap hadits telah menekankan perlunya
peran-peran tersebut. Al Qur'an hanya menyediakan norma-norma dan
memerintahkan kaum muslimin untuk menjalankan norma-norma tersebut.
Apabila diantara mereka ada yang tidak mentaati, maka negara mempnyai
peran penting melalui pendidikan, dororngan, dan pencegahan untuk
tingkah laku yang membahayakn masyarakat seperti kedzaliman,
kecurangan, penipuan, dan keculasan dengan tidak mematuhi perjanjian dan
tanggung jawab.

2. Tugas negara adalah mengubah teori menjadi kenyataan, mengubah norma-
norma menjadi undang-undang, dan memindahkan keindahan etika menjadi
praktek sehari-hari. Adalah tugas negara membuat badan khusus yang
bertugas mengawasi dan meningkatkan kualitas ekonomi, mengadili orang
yang melanggar, dan menegur orang yang lalai. Pemerintah bertugas dan
warganya bertugas menegakkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
setiap individu dan mencegah mereka dari segala perbuatan haram,

khususnya dosa-dosa besar.
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